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ABSTRAK

Secara normatif, penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang
berdasarkan hukum, dan hal ini telah tertuang dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat
(3), yang menyatakan “Negara Indoensia adalah Negara Hukum”. Artinya sebagai
negara hukum, segala dan setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara
haruslah mengikuti dan mematuhi setiap regulasi atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, bahwa yang harus dijadikan
sebagai panglima dalam kehidupan kenegaraan merupakan hukum itu sendiri.
negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dan berlandaskan atas
hukum, dimana dalam negara hukum itu sendiri mengenal dan mengakui
perlindungan hak asasi manusia, yang dimana dalam perlindungan terhadap hak
asasi manusia ini setiap warga negara dan/atau kelompok masyarakat harus
dipandang equal atau setara. Lebih daripada itu terhadap kelompok tertentu yang
memiliki kebutuhan khusus atau kerentanan seperti halnya kelompok masyarakat
hukum adat, yang dimana pemenuhan akan haknya harus diperlakukan sangat
ekstra, dan hal ini secara jelas telah tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI
1945. Namun pada kenyataanya dan dalam empirisnya, terdapat banyak sekali hak-
hak dari kelompok masyarakat hukum adat itu seringkali dilanggar yang membuat
kerugian terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri sehingga kelompok dari
masyarakat hukum adat itu sendiri kesulitan untuk mendapatkan yang
dinamakannya kepastian hukum. Dan hal ini mendorong dan mendesak masyarakat
hukum adat untuk dapat dibuatkannya urgnesi Undang-Undang tentang masyarakat
hukum adat.

Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat, Hak Asasi Manusia, Urgensi Undang-
Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.



ABSTRACT
Normatively, the affirmation that the Indonesian state is a country based on law,
and this has been stated in the 1945 Constitution in Article 1 paragraph (3), which
states that "The State of Indonesia is a State of Law". This means that as a country
of law, all and every action of state administrators and citizens must follow and
comply with every applicable regulation or regulation. In the concept of the state
of law, what must be used as a commander in state life is the law itself. The
Indonesian state is a country based on and based on law, where the state of law
itself recognizes and recognizes the protection of human rights, where in the
protection of human rights every citizen and/or community group must be seen as
equal or equal. More than that for certain groups that have special needs or
vulnerabilities such as customary law community groups, where the fulfillment of
their rights must be treated very extra, and this has been clearly stated in Article
18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However,
in reality and empirically, there are a lot of rights of the customary law community
groups that are often violated which makes losses to the customary law community
itself so that the group of the customary law community itself finds it difficult to get
what it calls legal certainty. And this encourages and urges customary law

communities to be able to make an urgency of the Law on customary law
communities.

Keywords: Customary Law Communities, Human Rights, Urgency of Laws on
Customary Law Communities.
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